REPUBLIK INDONESIA

N0.695, 2011 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA. Pita Frekuens Radio 2.3Ghz.
Pita Lebar Nirkabel. Netral Teknologi.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PER/M.KOMINFO/09/2011
TENTANG

PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN
LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) BERBASIS
NETRAL TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada
Buku II, Bab V, butir 5.3.2.3, Lampiran Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor S Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010-2014, fokus dukungan sarana
dan prasarana bagi peningkatan daya saing sektor riil
diantaranya melalui optimalisasi sumber daya dalam
pengembangan sarana dan prasarana serta layanan
komunikasi dan informatika;

b. bahwa dalam rangka percepatan penetrasi layanan
internet sesuai visi Kementerian Komunikasi dan
Informatika yaitu terwujudnya masyarakat informasi
yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi
dan informatika yang efektif dan efisien dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya
terbatas spektrum frekuensi radio;
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c. bahwa untuk dapat mendorong persaingan industri
telekomunikasi yang sehat, mengembangkan inovasi
teknologi informasi dan membuka peluang usaha bagi
masyarakat, diperlukan antisipasi yang cepat dalam
menghadapi dinamika perkembangan teknologi;

d. bahwa pemenang seleksi penyelenggaraan jaringan
tetap lokal berbasis packet switched yang
menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk
keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless
broadband) tahun 2009 sampai saat ini masih belum
dapat memberikan penyediaan layanan kepada
masyarakat sesuai dengan komitmennya;

e. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika tentang Penggunaan Pita Frekuensi
Radio
2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel
(Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan
Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4974), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5171);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
67 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara
Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/12/2010;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan
Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor: 24 /PER/M.KOMINFO/12/2010;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita
Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar
Nirkabel (Wireless Broadband);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita
Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar
Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi
Radio 2.3 GHz;

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.695 4

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
22 /PER/M.KOMINFO/4 /2009 tentang Dokumen
Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis
Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi
Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar
Nirkabel (Wireless Broadband);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi
Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Komunikasi dan  Informatika  Nomor:
25/PER/M.KOMINFO/12/2010;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
15/PER/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penyesuaian
Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan dan/atau
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang
Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan
Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

Memperhatikan : Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor B-2921/LKPP/D-1IV.1.1/07/2011
tanggal 5 Juli 2011 perihal Pendapat Hukum LKPP
terhadap Evaluasi atas Seleksi/Lelang Pita Spektrum
Frekuensi Radio Tahun 2009 untuk penyelenggaraan
Telekomunikasi Akses Nirkabel Pita Lebar (Broadband
Wireless Access);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN PITA
FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN
LAYANAN PITA LEBAR  NIRKABEL (WIRELESS
BROADBAND) BERBASIS NETRAL TEKNOLOGTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
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Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau
penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam
bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem
elektromagnetik lainnya.

Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.

Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio
yang mempunyai lebar tertentu.

Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) adalah layanan
telekomunikasi nirkabel yang kecepatan transmisi datanya sekurang-
kurangnya 256 kbps.

Penyelenggara adalah pemenang seleksi penyelenggaraan jaringan
tetap lokal berbasis packet switched pada pita frekuensi radio 2.3 GHz
untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband)
tahun 2009.

Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN
adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan
gabungan barang dan jasa.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang komunikasi dan informatika.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan
informatika.

Pasal 2

Pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar
nirkabel (wireless broadband) sebagaimana dimaksud pada Peraturan
Menteri ini berada pada rentang frekuensi radio 2360-2390 MHz.

Penggunaan pita frekuensi radio 2360-2390 MHz untuk keperluan
layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berbasis netral teknologi.

Pengaturan penggunaan pita frekuensi radio 2360-2390 MHz untuk
keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) berbasis
netral teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan
untuk memberi kebebasan kepada Penyelenggara di pita frekuensi
2360-2390 MHz untuk memilih teknologi dalam  rangka
mengoperasikan jenis layanannya.

Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan
peruntukan penggunaan pita frekuensi radio
2360-2390 MHz dan izin penyelenggaraan telekomunikasi yang
ditetapkan.
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